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ABSTRAK 

 

Bank merupakan salah satu institusi yang mempengaruhi ekonomi negara. Kegiatan 

usaha perbankan memiliki dampak fatal terhadap ekonomi negara karna dapat 

menyebabkan suatu keadaan sistemik untuk perekonomian negara. Dampak yang 

besar ini dijaga dengan berbagai prinsip yang salah satunya adalah prinsip kehati-

hatian perbankan. ketentuan prinsip kehati-hatian perbankan ini diatur dalam Pasal 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan 

bahwa, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Terjadinya pelanggaran 

prinsip kehati-hatian perbankan dalam Bank yang sebagian modalnya dimiliki 

negara atau Badan Usaha Milik Negara, dapat menimbulkan aspek hukum pidana 

yang membuat pelaku pelanggaran harus mempertanggungjawabkanya dalam 

hukuman pidana. Penelitian ini membahas tentang kualifikasi pelanggaran prinsip 

kehati-hatian perbankan yang masuk kedalam tindak pidana perbankan dan bentuk 

pertanggungjawabanya sebagai akibat hukum yang timbul atas pelanggaran 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

normatif dengan mengkaji konsep dan norma-norma, melalui pendekatan 

konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus digunakan 

untuk menganalisa konsep dan peraturan terhadap praktek yang ada di lapangan. 

Kualifikasi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan tidak diatur 

secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. Pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan termasuk kedalam 

kualifikasi kejahatan perbankan, sehingga atas perbuatan tersebut akan timbul 

tindak pidana perbankan dan mengakibatkan akibat hukum pidana yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh subjek hukum yang melanggarnya. 

 

Kata kunci : Prinsip Kehati-hatian Perbankan, Tindak Pidana Perbankan, 

Pertanggungjawaban 
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ABSTRACT 

 

 

 

Banks are one of the institutions that affect the country's economy. Banking 

business activities have a fatal impact on the country's economy because it can 

cause a systemic condition for the country's economy. This large impact is 

maintained by various principles, one of which is the prudential banking principle. 

The provisions of the prudential banking principle are regulated in Article 2 of Law 

Number 10 of 1998 concerning Banking which states that, "Indonesian banks in 

carrying out their business are based on economic democracy by using the 

precautionary principle". The occurrence of a violation of the prudential banking 

principle in a Bank whose capital is partly owned by the state or a State-Owned 

Enterprise, can lead to aspects of criminal law that make the perpetrators of the 

offense responsible for criminal penalties. This study discusses the qualifications 

for violations of the prudential banking principle that are included in banking 

crimes and the forms of liability as legal consequences arising from these 

violations. The research method used is a normative legal research method by 

examining concepts and norms, through a conceptual approach and a statutory 

approach. The case approach is used to analyze concepts and regulations against 

existing practice in the field. Qualifications for violations of the prudential banking 

principle are not clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 

10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. 

Violations of the prudential banking principle are included in the qualifications of 

banking crimes, so that such actions will result in banking crimes and result in 

criminal legal consequences that must be accounted for by legal subjects who 

violate them. 

 

Keywords: Banking Prudential Principles, Banking Crimes, Liability 
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